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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H     A G U N G 

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Penuntut  Umum pada  Kejaksaan  Negeri  Pasaman  Barat,  telah  memutus

perkara para Terdakwa:

1. Nama : ZULKIFLI panggilan ZUL;
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Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/7 Juli 1982; 
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Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Bayur Kabong Kejorongan IV, Koto Kenagarian

Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman

Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Tani;

2. Nama : JAIS panggilan JAIS;

Tempat Lahir : Pekanbaru;

Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/17 Agustus 1977; 

Jenis Kelamin : Laki-laki; 

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Bayur Kabong Kejorongan IV, Koto Kenagarian

Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman

Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021;

Para  Terdakwa tersebut  ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal

24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022; 

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa  diajukan  di  depan  persidangan  Pengadilan  Negeri

Pasaman  Barat  karena  didakwa  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pasaman Barat tanggal 20 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ZULKIFLI panggilan ZUL dan Terdakwa II. JAIS

panggilan JAIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak  pidana pencurian  dengan  pemberatan sebagaimana  dimaksud

dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan  pidana  terhadap para  Terdakwa oleh  karena itu  dengan

pidana  penjara  masing-masing  selama 1  (satu)  tahun  dan  3  (tiga)

bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para Terdakwa

tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A, Nomor

Mesin 4D34-326145, Nomor Rangka MHMFE349E3R046142;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911

A,  Nomor  Mesin  4D34-326145,  Nomor  Rangka

MHMFE349E3R046142 dengan nomor STNK 0191981/SB/2010;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ROZI CANDRA;

- Buah  kelapa  sawit  sebanyak  2  (dua)  tandan  atau  dengan  berat

sekitar 20 kg (dua puluh kilogram) yang telah disisihkan dari buah

kelapa sawit dengan berat sekitar 3800 kg (tiga ribu delapan ratus

kilogram);

- Uang tunai  sebesar  Rp5.580.000,00 (lima juta  lima ratus delapan

puluh  ribu  rupiah)  hasil  penjualan  buah  kelapa  sawit  yang  telah

disisihkan;

- 1 (satu) lembar kartu timbangan UD. RB PASAMAN JAYA tanggal 25

Agustus 2021;

- 1  (satu)  rangkap fotocopy legalisir  surat  penyerahan tanah ulayat

untuk  pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit  dengan  pola

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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kemitraan  Inti  Plasma  Ninik  Mamak  Mandiangin  Kenagarian

Katiagan  kepada  PT.  LANGGENG  GINA DWITO  tanggal  27  Mei

2010;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan tanggal 8 Oktober

2012;

- 1  (satu)  rangkap  fotocopy  legalisir  Perjanjian  Kerja  Sama

Pembangunan dan pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit

Nomor:  001/Ist/LIN/Plasma/IX/2012,  antara  Koperasi  Sawit

Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera dengan PT. LIN;

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengalihan Nomor

208,  tanggal  20  Juli  2012,  tentang  Perjanjian  Pengalihan  Tanah

Ulayat dari  PT. LANGGENG GINA DWITO kepada Koperasi Sawit

Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera;

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Kesepakatan Ninik Mamak

Langgam Kinali tentang Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit

oleh  Koperasi  Sawit  Mandiangin  Langgam  Kinali  Sejahtera  yang

bermitra  dengan  PT.  LIN  Kecamatan  Kinali  Kabupaten  Pasaman

Barat tanggal 9 Agustus 2013;

Dikembalikan kepada saksi ARMEN panggilan ARMEN;

4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara

masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca  Putusan  Pengadilan  Negeri Pasaman  Barat  Nomor

161/Pid.B/2021/PN Psb tanggal  19  Januari  2022 yang  amar  lengkapnya

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ZULKIFLI panggilan ZUL dan Terdakwa II. JAIS

panggilan  JAIS  telah  terbukti  melakukan  perbuatan,  akan  tetapi

perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;

2. Melepaskan para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari segala

tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);

3. Memulihkan hak para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan

dan harkat serta martabatnya;

4. Memerintahkan para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan Rutan;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022

Disclaimer
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5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A, Nomor

Mesin 4D34-326145, Nomor Rangka MHMFE349E3R046142;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911

A,  Nomor  Mesin  4D34-326145,  Nomor  Rangka

MHMFE349E3R046142 dengan nomor STNK 0191981/SB/2010;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ROZI CANDRA;

- Buah  kelapa  sawit  sebanyak  2  (dua)  tandan  atau  dengan  berat

sekitar 20 kg (dua puluh kilogram) yang telah disisihkan dari buah

kelapa sawit dengan berat sekitar 3800 kg (tiga ribu delapan ratus

kilogram);

- Uang tunai  sebesar  Rp5.580.000,00 (lima juta  lima ratus delapan

puluh  ribu  rupiah)  hasil  penjualan  buah  kelapa  sawit  yang  telah

disisihkan;

Dikembalikan kepada Terdakwa ZULKIFLI panggilan ZUL;

- 1 (satu) lembar kartu timbangan UD. RB PASAMAN JAYA tanggal 25

Agustus 2021;

- 1  (satu)  rangkap fotocopy legalisir  surat  penyerahan tanah ulayat

untuk  pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit  dengan  pola

kemitraan  Inti  Plasma  Ninik  Mamak  Mandiangin  Kenagarian

Katiagan  kepada  PT.  LANGGENG  GINA DWITO  tanggal  27  Mei

2010;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan tanggal 8 Oktober

2012;

- 1  (satu)  rangkap  fotocopy  legalisir  Perjanjian  Kerja  Sama

Pembangunan dan pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit

Nomor:  001/Ist/LIN/Plasma/IX/2012,  antara  Koperasi  Sawit

Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera dengan PT. LIN;

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengalihan Nomor

208,  tanggal  20  Juli  2012,  tentang  Perjanjian  Pengalihan  Tanah

Ulayat dari  PT. LANGGENG GINA DWITO kepada Koperasi Sawit

Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022
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- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Kesepakatan Ninik Mamak

Langgam Kinali tentang Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit

oleh  Koperasi  Sawit  Mandiangin  Langgam  Kinali  Sejahtera  yang

bermitra  dengan  PT.  LIN  Kecamatan  Kinali  Kabupaten  Pasaman

Barat tanggal 9 Agustus 2013;

Dikembalikan kepada saksi ARMEN;

- Fotokopi  Surat  Pernyataan Penguasaan Fisik  Bidang Tanah (Milik

Perorangan) atas nama Zulkifli, tertanggal 05 April 2018, yang diberi

tanda T-1;

- Fotokopi  Surat  Pernyataan Penguasaan Fisik  Bidang Tanah (Milik

Perorangan)  atas  nama  Idrisman,  tertanggal  10  April  2018,  yang

diberi tanda T-2;

- Fotokopi  Surat  Pernyataan Penguasaan Fisik  Bidang Tanah (Milik

Perorangan)  atas nama Darisman, tertanggal  10 April  2018,  yang

diberi tanda T-3;

- Fotokopi  Surat  Keterangan  tertanggal  10  April  2018,  yang  diberi

tanda T-4;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312050707820011 atas nama

Zulkifli,  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK  1312050610820001

atas  nama  Idrisman,  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK

1312050107851101 atas nama Darisman, yang diberi tanda T-5;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6.  Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca  Akta  Permohonan Kasasi  Nomor  161/Akta  Pid.B/2021/PN

Psb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang

menerangkan bahwa pada tanggal  26 Januari  2022, Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Pasaman Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap

putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut; 

Membaca  Memori  Kasasi  tanggal  2  Februari  2022 dari  Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri  Pasaman Barat  tersebut sebagai Pemohon

Kasasi,  yang diterima di  Kepaniteraan Pengadilan  Negeri Pasaman Barat

pada tanggal 3 Februari 2022;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang  bahwa  putusan  Pengadilan  Negeri Pasaman  Barat

tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri  Pasaman Barat  pada tanggal  19 Januari 2022  dan Penuntut Umum

tersebut  mengajukan  permohonan  kasasi  pada  tanggal  26  Januari  2022

serta memori  kasasinya telah diterima di  Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pasaman  Barat  pada  tanggal  3  Februari  2022.  Dengan  demikian,

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu

permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  sesuai  ketentuan  Pasal  67  Juncto Pasal  244

KUHAP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  terhadap  putusan

Pengadilan Negeri Pasaman Barat  Nomor  161/Pid.B/2021/PN Psb tanggal

19 Januari 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada

tingkat kasasi;

Menimbang  bahwa  alasan  kasasi  yang  diajukan  Pemohon  Kasasi/

Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas

perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon

Kasasi/Penuntut  Umum tersebut,  Mahkamah Agung  berpendapat  sebagai

berikut:

- Bahwa alasan kasasi  Penuntut  Umum  dapat  dibenarkan,  oleh karena

Putusan  judex facti Pengadilan Negeri  Pasaman Barat tersebut  salah

dalam menerapkan hukum;

- Bahwa Putusan  judex facti tidak mempertimbangkan dengan tepat dan

benar  sesuai  fakta  hukum  yang  relevan  secara  yuridis  sebagaimana

terungkap dalam persidangan berdasarkan alat  bukti  yang sah sesuai

ketentuan Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa

serta dihubungkan dengan barang bukti di dapat fakta hukum yaitu;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- Bahwa  Para  Terdakwa  mengambil  buah  kelapa  sawit  pada  hari

Senin  tanggal  23  Agustus  2021  mulai  pulul  09.00  WIB  sampai

dengan pukul 16.30 WIB di kebun milik Koperasi Sawit Mandiangin

Langgam Kinali  Sejahtera  di  Jorong  Mandiangin  Nagari  Katiagan

Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa Para Terdakwa meminta saksi Kandar, saksi Adi, saksi Sarul,

saksi Zulman dan saksi Arifin yang bekerja sebagai tukang panen

untuk memanen kelapa sawit yang pengakuannya adalah milik Para

Terdakwa;

- Bahwa awalnya lahan adalah merupakan tanah ulayat Dt. Nakhodo

Rajo Mandiangin, pada tahun 2010 diserahkan kepada PT Langgeng

dengan perjanjian 50 % inti dan 50 % plasma, diketahui oleh pucuk

adat  kinali  (dipertuan)  dan  Dt.  Majo  Sadeo.  Kemudian  ada

penawaran dari PT LIN yang bisa memberikan plasma 1000 hektar,

oleh karena itu ninik mamak bernegosiasi dengan   PT Langgeng

yang akhirnya PT Langgeng mau menerima kompensasi setelah itu

pada  tahun  2012,  tanah  dilepaskan  oleh  PT Langgeng  dan  ninik

mamak  menyerahkan  kepada  koperasi  yang  bermitra  dengan  PT

LIN, tanah tersebut tetap dalam pengawasan ninik mamak, status

kepemilikan HGU;

- Bahwa  Koperasi  Sawit  Mandiangin  Langgam  Kinali  Sejahtera

mempunyai surat-surat yang menyatakan bahwa lahan tersebut milik

koperasi yang bekerja sama dengan PT LIN;

- Bahwa ada perbedaan antara batang sawit  milik  koperasi  dengan

milik masyarakat yakni terdapat perbedaan pada jarak tanam, kebun

milik koperasi jarak tanamnya teratur, buahnya lebih bagus dan ada

jalan didalam kebun sedangkan pada kebun milik masyarakat tidak

demikian;

- Bahwa dari fakta hukum tersebut bahwa Para Terdakwa telah mengambil

buah kelapa sawit bukan kepunyaannya, melainkan kepunyaan Koperasi

Sawit  Mandiangin  Langgam  Kinali  Sejahtera  karena  Koperasi  Sawit

Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera telah bermitra dengan PT LIN;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan para

Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4

KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu para

Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang  bahwa  dengan  demikian  terdapat  cukup  alasan  untuk

mengabulkan  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi/Penuntut  Umum

tersebut  dan  membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri Pasaman  Barat

Nomor  161/Pid.B/2021/PN Psb tanggal  19  Januari  2022,  untuk  kemudian

Mahkamah  Agung  mengadili  sendiri  perkara  ini  dengan  amar  putusan

sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung

akan  mempertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan

bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan perusahaan PT. LIN;

- Para  Terdakwa  tidak  berterus  terang  dan  berbelit-belit  dalam

memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan 

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang  bahwa karena  para  Terdakwa dipidana,  maka  masing-

masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal  363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  Perubahan  Kedua  dengan  Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2009  serta  peraturan  perundang-undangan  lain

yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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− Mengabulkan  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi/PENUNTUT

UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT tersebut;

− Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  Nomor

161/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 19 Januari 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ZULKIFLI panggilan ZUL dan Terdakwa II.

JAIS  panggilan  JAIS telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang

memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun; 

3. Menetapkan  lamanya  para  Terdakwa  ditahan  dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil  Mitsubishi dengan nomor polisi  BA 8911 A,

Nomor  Mesin  4D34-326145,  Nomor  Rangka

MHMFE349E3R046142;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA

8911  A,  Nomor  Mesin  4D34-326145,  Nomor  Rangka

MHMFE349E3R046142 dengan nomor STNK 0191981/SB/2010;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ROZI CANDRA;

- Buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan atau dengan berat

sekitar  20  kg  (dua  puluh  kilogram)  yang  telah  disisihkan  dari

buah  kelapa  sawit  dengan  berat  sekitar  3800  kg  (tiga  ribu

delapan ratus kilogram);

- Uang tunai sebesar Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan

puluh ribu rupiah) hasil penjualan buah kelapa sawit yang telah

disisihkan;

- 1  (satu)  lembar  kartu  timbangan  UD.  RB  PASAMAN  JAYA

tanggal 25 Agustus 2021;
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- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penyerahan tanah ulayat

untuk  pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit  dengan  pola

kemitraan  Inti  Plasma  Ninik  Mamak  Mandiangin  Kenagarian

Katiagan kepada PT. LANGGENG GINA DWITO tanggal 27 Mei

2010;

- 1  (satu)  lembar  fotocopy  legalisir  surat  pernyataan  tanggal  8

Oktober 2012;

- 1  (satu)  rangkap  fotocopy  legalisir  Perjanjian  Kerja  Sama

Pembangunan  dan  pengelolaan  Perkebunan  Plasma  Kelapa

Sawit Nomor: 001/Ist/LIN/Plasma/IX/2012, antara Koperasi Sawit

Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera dengan PT. LIN;

- 1  (satu)  rangkap fotocopy legalisir  Akta  Perjanjian  Pengalihan

Nomor 208, tanggal 20 Juli 2012, tentang Perjanjian Pengalihan

Tanah  Ulayat  dari  PT.  LANGGENG  GINA  DWITO  kepada

Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera;

- 1  (satu)  rangkap  fotocopy  legalisir  Surat  Kesepakatan  Ninik

Mamak Langgam Kinali  tentang Pembangunan Kebun Plasma

Kelapa Sawit  oleh Koperasi  Sawit  Mandiangin Langgam Kinali

Sejahtera  yang  bermitra  dengan  PT.  LIN  Kecamatan  Kinali

Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Agustus 2013;

Dikembalikan kepada saksi ARMEN panggilan ARMEN;

-  Fotokopi  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah

(Milik Perorangan) atas nama Zulkifli, tertanggal 05 April  2018,

yang diberi tanda T-1;

- Fotokopi  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah

(Milik Perorangan) atas nama Idrisman, tertanggal 10 April 2018,

yang diberi tanda T-2;

- Fotokopi  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah

(Milik  Perorangan)  atas  nama  Darisman,  tertanggal  10  April

2018, yang diberi tanda T-3;

- Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 10 April 2018, yang diberi

tanda T-4;
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- Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK 1312050707820011  atas

nama  Zulkifli,  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK

1312050610820001 atas nama Idrisman, Fotokopi Kartu Tanda

Penduduk NIK 1312050107851101 atas nama Darisman, yang

diberi tanda T-5;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan  kepada  para  Terdakwa  untuk  membayar  biaya

perkara  pada  tingkat  kasasi masing-masing sebesar  Rp2.500,00

(dua ribu lima ratus rupiah); 

Demikianlah  diputuskan  dalam  rapat  musyawarah  Majelis  Hakim

pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis,  Soesilo,  S.H.,  M.H.,  dan  Suharto,  S.H.,  M.Hum.,  Hakim-Hakim

Agung sebagai  Hakim-Hakim Anggota,  putusan tersebut  diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada  hari dan tanggal itu juga,  oleh Ketua

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta  M. Jazuri, S.H.,

M.H., Panitera Pengganti,  dengan tidak dihadiri  oleh Penuntut Umum dan

para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota; Ketua Majelis,

ttd. ttd.

Soesilo, S.H., M.H.               Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
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a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001
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